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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah 

Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan 

menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, 

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya 

akibat dari suatu peristiwa tidak pasti.  Dalam Undang–undang No. 40 tahun 2014 

tentang Perasuransian pasal 1 ayat (1), pengertian asuransi sebagai berikut : 

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan 

pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan 

asuransi sebagai imbalan untuk: 

a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis 

karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, 

atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita 

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang 

tidak pasti; atau  

b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya 

tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya 

tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau 

didasarkan pada hasil pengelolaan dana. 

Peristiwa yang tidak pasti tersebut adalah peristiwa yang nyata dapat 

menimbulkan kerugian, yang tidak dapat dipastikan akan terjadinya. Antara 
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peristiwa dengan kerugian harus mempunyai hubungan sebab akibat. Dengan 

terjadinya peristiwa yang tidak dipastikan, maka timbul kewajiban penanggung 

untuk mengganti kerugian. Asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan 

suatu kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian-

kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu yang akan datang. 

Peran industri asuransi dalam perekonomian Indonesia tidak diragukan lagi 

sangat besar dan sangat luas. Sebagai produk jasa mungkin industri asuransi relatif 

lambat perkembangannya karena produk asuransi kurang diminati konsumen untuk 

membeli (un-sought goods). Namun kenyataan menunjukan bahwa sejumlah 

aktifitas industri dan perdagangan tidak mungkin berlangsung tanpa dukungan 

produk jasa asuransi.1 

Risiko hampir selalu melekat dalam kehidupan manusia, maka kita harus 

mengelolanya dengan sebaik-baiknya melalui suatu cara atau teknik-teknik tertentu 

agar dampak yang ditimbulkannya tidak berpengaruh terhadap tujuan atau kerugian 

manusia. Tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mengatasi risiko itu dikenal 

dengan nama Manajemen Risiko. 

Seseorang didalam suatu masyarakat sering menderita kerugian karena 

akibat dari suatu peristiwa yang tidak terduga semula, misalnya mendapatkan 

kecelakaan dalam perjalanan di darat. Kalau kerugian ini hanya kecil sehingga 

dapat ditutup dengan uang simpanan, maka kerugian itu tidak begitu terasa. Lain 

halnya apabila uang simpanan tidak mencukupi untuk kerugian itu, maka orang 

 
1 Farodis, Zian.  Buku Pintar Asuransi. Jogjakarta: Laksana, Tahun 2014, hlm 3 
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akan betul-betul menderita. Untuk itulah, jaminan-jaminan perlindungan terhadap 

keadaan-keadaan tersebut di atas sangat diperlukan oleh setiap masyarakat yang 

ingin mengantisipasi apabila keadaan di luar dugaan telah terjadi. 

Ada berbagai jenis asuransi yang ada di Indonesia, seperti asuransi jiwa, 

asuransi pendidikan, asuransi kendaraan, asuransi kepemilikan rumah dan properti, 

asuransi bisnis, asuransi umum, asuransi kredit, asuransi perjalanan dan asuransi 

kesehatan serta masih banyak lagi asuransi lainnya. Masing-masing asuransi ini 

memiliki tujuan, fungsi dan manfaat atau kegunaan yang berbeda. Tentang 

perbedaan bukan karena jenis asuransinya saja yang ada beberapa, namun 

perusahaan asuransi yang menawarkan beragam jenis asuransi juga sangat banyak.2 

Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu dari berbagai jenis 

asuransi kerugian. Umumnya tujuan dari asuransi kendaraan bermotor adalah untuk 

mengambil alih risiko-risiko yang mungkin ditanggung oleh pemilik kendaraan 

bermotor yang bersangkutan terhadap keuangan yang diderita kendaraan bermotor 

karena berbagai sebab yang tidak tentu. Dapat juga terhadap risiko-risiko yang 

berhubungan dengan kewajiban menurut hukum untuk membayar ganti rugi kepada 

pihak ketiga berhubungan dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan kendaraan 

bermotor miliknya atau yang menjadi tanggung jawabnya. Asuransi kendaraan 

bermotor sendiri ada 2 (dua) jenis, yaitu :3 

 
2 Merry Agustina, “Implementasi Metode Multi Factor Evaluation Process (MFEP) dalam 

membuat keputusan untuk memilih asuransi kesehatan”, Jurnal Ilmiah Matrik, Vol.21 No.2 

(Agustus,2019) 
3  Mei Triana, “Analisis Yuridis Terhadap Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. 

Asuransi Raya Cabang Medan”, Jurnal Hukum, Vol 9, No. 1, (Juni,2016). 
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a. All Risk adalah menjamin kerugian/kerusakan obyek pertanggungan 

yang disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, 

perbuatan jahat orang lain, pencurian (termasuk yang didahului oleh 

kekerasan) kebakaran termasuk kebakaran benda/kendaraan bermotor 

atau mobil lainnya yang berkaitan dengan obyek pertanggungan, 

kerugian selama dalam penyebrangan (kapal feri), kerusakan roda bila 

kerusakan tersebut mengakibatkan pula kerusakan kendaraan bermotor 

atau mobil itu yang disebabkan oleh kecelakaan.  

b. Total Loss Only adalah klaim asuransi yang hanya dapat diajukan apabila 

terjadi “kehilangan total”. Dalam asuransi mobil, yang dimaksud 

kehilangan total itu adalah kerusakan yang terjadi di atas 75% atau 

kehilangan pencurian ataupun karena perampasan. Bila kerusakan yang 

dialami kurang dari itu, Anda tidak akan mendapat ganti rugi atau 

kerusakan. Patokan 75% diambil karena mobil dipastikan tidak dapat 

digunakan lagi. 

Usaha perasuransian yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat 

mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Dana yang diperoleh dari 

asuransi jiwa dan asuransi kerugian pada waktu sekarang walaupun jumlahnya 

belum sebanyak yang diharapkan tetapi manfaatnya sudah mulai dirasakan oleh 

masyarakat.4Sebagai jenis perjanjian, asuransi termasuk dalam jenis perjanjian 

timbal balik yang berarti bahwa pihak pertama berkewajiban untuk melakukan 

 
4Cahya Primarta, “Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian 

Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang 

Jawa Tengah”, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1,  No. 1, (Maret,2018). 
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perbuatan hukum bagi pihak kedua, sedangkan pihak kedua berkewajiban untuk 

melakukan perbuatan hukum bagi pihak pertama. Dalam hal asuransi, pihak 

penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian atau membayar sejumlah 

uang tertentu kepada pihak tertanggung dan pihak tertanggung mengikatkan diri 

untuk membayar premi kepada pihak penanggung. 5  Sesuai dengan Undang–

undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 1 ayat 29, Premi adalah 

sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan 

reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan 

perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program 

asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. 

Mengingat arti pentingnya perjanjian asuransi sesuai dengan tujuannya, 

yaitu sebagai suatu perjanjian yang memberikan proteksi, maka perjanjian ini 

sebenarnya menawarkan suatu kepastian dari suatu ketidakpastian mengenai 

kerugian ekonomis yang mungkin diderita karena suatu peristiwa yang belum 

pasti.6Perkembangan kendaraan bermotor di Indonesia menunjukkan pertumbuhan 

yang cukup pesat seiring dengan pertumbuhan industri otomotif. Laju pertumbuhan 

kendaraan bermotor pribadi tampaknya jauh lebih menonjol dan mendominasi 

dibandingkan dengan kendaraan bermotor niaga ataupun kendaraan umum lainnya. 

Hal tersebut dilihat dari tahun 2021 mencapai 143.340.128 unit, naik 8% dari tahun 

 
5 Wiwin Wintarsih Windiantina, “Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku Dalam 

Perjanjian Asuransi”, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 

Vol. 11, No. 1, (Maret,2020). 
6Hartanto, Sri Redjeki., Hukum Asuransi dan Perasuransian Indonesia. Jakarta: Sinar Grafik 

Tahun 2008, hlm 83. 
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sebelumnya.7 Ini menunjukan bahwa kebutuhan manusia akan kendaraan bermotor 

bukan hanya sebagai kebutuhan sarana saja, namun telah berkembang menjadi 

kebutuhan pribadi seseorang untuk tujuan prestise maupun sebagai media 

seseorang guna mengekspresikan status sosialnya. 

Seiring dengan beragam dan banyaknya kendaraan bermotor yang beredar 

telah menimbulkan semakin padatnya kondisi lalu lintas dan resiko yang harus 

dihadapi oleh manusia juga semakin banyak. Tingginya angka risiko membuat 

perusahaan asuransi khusunya bidang asuransi kendaraan roda empat dapat 

memberikan proteksi terhadap kecelakaan lalu lintas. Salah satu kebutuhan hidup 

yang tidak kalah penting di era globalisasi ini adalah kebutuhan akan jasa asuransi. 

Hal ini yang mendorong berkembang pesatnya perusahaan asuransi. Banyaknya 

penduduk yang khawatir salah satunya jaminan pada kendaraan mereka. 

Berdasarkan kenyataan tersebut banyak bermunculan perusahaan-perusahaan 

asuransi yang menawarkan berbagai jenis polis, salah satunya saat sekarang ini 

yaitu PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. kota Palembang. 

Alasan Peneliti memilih lokasi ini adalah karena alasan diantaranya adalah 

status ekonomi yang tinggi dan masyarakatnya berpendidikan tinggi sehingga 

kesadaran berasuransi juga tinggi. Seseorang menggunakan produk asuransi 

tertentu merupakan faktor yang sangat penting karena untuk memberikan produk 

jasa asuransi tersebut agar sesuai dengan keinginan konsumen. Sehingga 

perusahaan harus meningkatkan kepekaannya terhadap lingkungan yang sangat 

 
7 Yunisa Herawati, “Enggak Nyangka, Segini Jumlah Kendaraan di Indonesia” Viva News, April 

22, 2022, https://www.viva.co.id/otomotif. 
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pesat. PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. kota Palembang merupakan perusahaan 

asuransi salahsatunya asuransi kendaran bermotor yang memberikan jaminan 

terhadap mobil yang anda miliki. Jaminan yang diberikan Asuransi Multi Artha 

Guna Tbk. kota Palembang meliputi jaminan All Risk dan Total Loss Only dengan 

rate premi asuransi mobil yang berbeda sesuai jenis jaminan yang dipilih. 

Dalam pelaksanaan usaha asuransi kendaraan bermotor di Indonesia 

khususnya di kota Palembang tidak jarang ditemukan berbagai macam 

permasalahan yang diselesaikan secara pengadilan ataupun musyawarah. Kasus 

yang dibahas dalam proposal tesis ini secara musyawarah. Pemilik mobil warga 

asal kota Palembang berinisial R, yang merupakan salah satu peserta asuransi 

kendaraan bermotor dari PT AsuransiMulti Artha Guna Tbk. Kota Palembang 

(selanjutnya disingkat dengan PT MAG). R mengajukan klaim asuransi atas 

kecelakaan berat mobil miliknya yang pada saat dipakai oleh supirnya yang 

berinisial I yaitu Honda All NewCRV bernopol BG 1432 CN sampai membuat 

mobilnya ringsek dan mengalami kerugian objek pada kendaraan roda empat. 

Pemilik kendaraan bermotor tersebut merupakan salah satu peserta yang memilih 

asuransi kendaraan bermotor roda empat jenis All Risk yang dimana biaya 

perbaikan kendaraan bermotor roda empat lebih dari ketentuan jenis asuransi 

kendaraan roda empat yang dipilih, sehingga membuat kerugian Pihak Ketiga. 

Berdasarkan pada kasus di atas kiranya perlu dilakukan penelitian dengan 

judul : Pemberlakuan Tanggung Jawab Absolut PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. 

Cabang Palembang Atas Asuransi All Risk Kendaraan Bermotor Roda Empat 

Tertanggung.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulisan 

mengidentifikasikan masalah yang mungkin muncul, yakni : 

1. Bagaimana perjanjian antara penanggung dengan tertanggung dalam 

asuransi All risk kendaraan bermotor roda empat di PT. Asuransi Multi 

Artha Guna Tbk. cabang Palembang? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tertanggung yang mengalami 

kerugian All Risk pada kendaraan roda empat di PT. Asuransi Multi 

Artha Guna Tbk. cabang Palembang? 

3. Apakah Konsep Tanggung Jawab Absolut dapat diberlakukan Pada PT. 

Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang Sebagai Upaya 

melindungi Tertanggung yang telah memilih Premi Jenis All Risk? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka 

tujuan dari penelitian ilmiah ini adalah: 

a) Untuk menjelaskan bagaimana perjanjian pernyataan penanggung 

dengan tertanggung dalam asuransi kendaraan roda empat. 
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b) Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap 

tertanggung yang mengalami kerugian dengan jenis asuransi All Risk 

pada kendaraan roda empat. 

c) Untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab penanggung terhadap 

tertanggung yang mengalami kerugian dengan objek kendaraan bermotor 

roda empat. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya. 

a) Manfaat Teoritis 

Mengembangkan ilmu hukum perdata, khususnya hukum asuransi terkait 

dengan perlindungan hukum bagi tertanggung dalam perjanjian asuransi 

kendaraan bermotor roda empat, serta bagaimana tanggung jawab 

penanggung terhadap tertanggung yang mengalami kerugian atau 

kerusakan yang disebabkan karena kecelakaan. 

b) Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat berguna dan memberikan praktik, sehingga dapat 

menjadi acuan praktis bagi para pihak, antara lain : 

1. Perusahaan asuransi  

Memberikan saran kepada PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. kota 

Palembang, agar tetap menerapkan ganti rugi asuransi mobil yang 
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disebabkan oleh kecelakaan sesuai perjanjian jenis polis yang dipilih 

tertanggung/nasabah.  

2. Tertanggung / Nasabah 

Menambah pengetahuan dan wawasan kepada tertanggung tentang 

penerapan ganti rugi jenis asuransi mobil yang disebabkan oleh 

kecelakaan. 

D. Kerangka Teoritis 

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala 

spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan 

menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenaran. 

Menurut Soerjono Soekanto bahwa “Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, 

selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian, dan imajinasi sosial, juga 

sangat ditentukan oleh teori.8 Pada dasarnya, di dalam suatu penelitian ilmu hukum 

dikenal dengan adanya beberapa macam teori, yaitu Grand Theory, Middle Theory, 

dan Applied Theory.9 

1. Grand Theory 

Grand Theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (middle theory 

dan application theory) yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Teori yang 

digunakan sebagai grand theory dalam penelitian ini adalah teori keadilan yang 

dicetuskan oleh John Rawls, yang menjadikan asas-asas keadilan yang dipilih 

 
8 Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, hlm. 6.  
9 Burhan Bungin, 2003, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 35. 
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bersama benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua orang yang 

bebas, rasional, dan setara yang mampu menjamin pelaksanaan hak sekaligus 

mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Konsep keadilan yang 

baik haruslah bersifat kontraktual, sehingga setiap konsep keadilan yang tidak 

berbasis kontrak harus dikesampingkan demi keadilan itu sendiri.10 

Diuraikan lebih lanjut mengenai prinsip keadilan menurut Rawls tersebut 

bahwa keadilan sebagai kesetaraan menghasilkan keadilan prosedural yang murni 

dan prinsip-prinsip keadilan diperoleh bukan dengan mengevaluasi kemanfaatan 

dari tindakan-tindakan (atau kecenderungan tindakan), melainkan dari pilihan 

rasional dalam kondisi yang adil. 11  Keadilan hanya bisa dipahami jika ia 

diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk 

mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang 

memakan banyak waktu. 12  Secara konkrit, hukum adalah perangkat asas dan 

kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik 

yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara, dan 

masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam 

masyarakat itu sendiri (shared value) atau sama-sama mempunyai tujuan 

tertentu.13 Tujuan dari perjanjian tertulis atau polis antara pemegang polis dan 

 
10  Muhammad Syaifuddin, 2012, Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif 

Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), Bandung: 

Mandar Maju, hlm. 42.  
11Ana Suheri, “Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional”, 

Jurnal Morality, Vol.4, No.1, (Juni,2018). 
12 Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung: Nuansa dan 

Nusamedia, hlm. 239.  
13  Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu 

Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, hlm. 4. 
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perusahaan asuransi mitra kerja bank terkait adalah memberikan kepastian hukum 

yang pada akhirnya mampu memberikan keuntungan yang bersifat timbal-balik 

(reciprocal benefits) bagi para pihak. 

2. Middle Range Theory 

Middle Theory merupakan teori yang berada pada level mezo, level 

menengah, di mana fokus kajiannya makro dan juga mikro. 14  Penelitian ini 

menggunakan teori perlindungan hukum sebagai middle theory. Perlindungan 

hukum merupakan teori yang dikemukakan oleh Fitgerald yang dikembangkan oleh 

Salmond bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan 

berbagai kepentingan dalam kehidupan masyarakat dengan cara membatasi karena 

dalam suatu lalu lintas kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi 

kepentingan di lain pihak.15 Menurut Hadjon, pengertian perlindungan hukum bagi 

rakyat berkaitan dengan rumusan yang dalam kepustakaan bahasa Belanda 

menyatakan: "rechtsbecsherming van de burges tegen de overheid', dan dalam 

kepustakaan bahasa Inggris adalah: "legal protection of the individual in relation 

to acts administrative authorities.”16 

Dengan titik sentral "tindakan pemerintah” maka Hadjon membagi 

perlindungan hukum menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan 

perlindungan hukum represif. Selain itu, menurut Muhammad Syaifuddin, terdapat 

 
14 Burhan Bungin, Op.Cit., hlm. 35 
15 Fitzgerald dan Salmond, dalam Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya 

Bakti, hlm. 53. 
16 Ni Luh Vena Puspa Yanti, Gde Made Swardhana, A.A Ketut Sukranatha, “Perlindungan 

Pemegang Polis Asuransi Dalam Proses Melakukan Klaim Asuransi”, Jurnal Ilmu Hukum, 

Vol.6, No.3, (Febryari, 2017). 
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pula perlindungan hukum lain, yaitu perlindungan hukum antisipatif. 17 Bentuk 

perlindungan yang pertama, memberikan kesempatan kepada rakyat mengajukan 

keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk 

yang definitif. Perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya sengketa. 

Sedangkan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan 

sengketa.18 Dalam peranan perlindungan hukum antisipatif (penyiapan untuk masa 

yang akan datang) bertujuan agar terwujud integrasi sosial yang didalamnya 

tercipta dan terpelihara kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan 

bermasyarakat, serta ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan bernegara, 

sehingga tercapai kebahagiaan dalam berbagai dimensi dan arti seluas-luasnya 

dalam kehidupan setiap manusia (individu).19 

Sehubungan dengan permasalahan maka teori ini digunakan untuk 

menganalisis substansi dari aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diketahui 

apakah aturan hukum itu memberikan perlindungan kepada pemegang polis dalam 

hal terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemegang polis, misalnya 

kesulitan mendapatkan santunan premi yang telah dibayar pemegang polis, klaim 

ditolak atau tidak ditanggapi, dan prosedur klaim dipersulit serta berbelit-belit. 

Terkait dengan asuransi, teori yang dipakai pada middle theory ini adalah 

teori penerimaan (acceptance theory). Dalam hukum Belanda, teori ini disebut 

 
17  Muhammad Syaifudding dan Sri Handayani, Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan 

Intelektual (pengaturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten terhadap 

Kontroversi Moral Rekayasa Genetika di Indonesia), Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 

2013, hlm. 98. 
18Ibid, hlm. 2. 
19Ibid. hlm. 98. 
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ontvangst theorie mengenai saat kapan perjanjian asuransi terjadi dan mengikat 

tertanggung dan penanggung, tidak ada ketentuan umum dalam undang-undang 

perasuransian, yang ada hanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak (Pasal 

1320 KUHPerdata). Menurut teori penerimaan, perjanjian asuransi terjadi dan 

mengikat pihak-pihak pada saat penawaran sungguh-sungguh diterima oleh 

tertanggung. Atas nota persetujuan ini, kemudian dibuatkan akta perjanjian asuransi 

oleh penanggung yang disebut polis asuransi.20 

3. Applied Theory 

Applied Theory dalam penulisan tesis ini menggunakan teori tanggung 

jawab dalam hukum. Tanggung jawab artinya beban yang harus ditanggung atau 

dipikul oleh seseorang atau lebih atas perbuatan yang telah dilakukan atau atas 

keputusan yang telah dikeluarkan. 21  Dengan demikian, tanggung jawab dalam 

hukum berarti seseorang atau lebih menanggung atau menanggung beban atas 

perbuatan yang dilakukan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. 

Teori tanggung jawab hukum (liability) merupakan suatu konsep yang 

terkait dengan konsep kewajiban hukum, seseorang yang bertanggung jawab secara 

hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan sanksi dalam kasus 

perbuatannya sendiri yang membuat orang bertentangan atau berlawanan hukum. 

Sanksi dikenakan delliquent karena pernyataannya sendiri yang membuat orang 

 
20  Jhohan, “Makalah Tentang Asuransi”, dalam 

https://Jhohandewangga.wordpress.com/2012/02/27/makalah-tentang-asuransi/, diakses pada 

hari selasa, tanggal 19 April 2022, Pukul 22:59 WIB. 
21  Bachsan Mustafa, 2003, Sistem HukumIndonesia Terpadu, Bandung: Citra AdityaBakti, 

hlm.42. 

https://jhohandewangga.wordpress.com/2012/02/27/makalah-tentang-asuransi/
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tersebut bertanggung jawab. Subjek responsibility dan subjek kewajiban hukum 

adalah sama. 

Ada 2 (dua) jenis tanggung jawab, pertanggung jawaban berdasarkan 

kesalahan (based on fault) dan pertanggung jawaban mutlak (absolute 

responsibility)." 22  Tanggung jawab mutlak, yaitu sesuatu perbuatan yang 

menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang- undang dan 

ada suatu hubungan antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiada hubungan antara 

keadaan jiwa pelaku dengan akibat dari perbuatannya. Dalam hukum modern juga 

dikenal dalam bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau 

perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (negligence). Kealpaan atau 

kekhilafan adalah suatu delik omisi (kelalaian), dan pertanggung jawaban terhadap 

kealpaan lebih merupakan pertanggung jawaban absolute daripada culvability. 

Pengaturan mengenai tanggung jawab ganti kerugian terdapat di dalam 

ketentuan Pasal 19 angka 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, menentukan bahwa tanggung jawab produsen meliputi : 

1) Tanggung jawab ganti kerugian dan kerusakan; 

2) Tanggung jawab ganti kerugian dan pencemaran; 

3) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. 

 

 

 
22  Jimly Asshidiqie dan Ali Safa’at, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: 

Konstitusi Press, hlm. 61. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses 

untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 23 Jenis penilitian 

hukum yang digunakan dalam thesis ini adalah jenis metode penelitian hukum 

normatif-empiris 

Jenis penelitian hukum normatif-empiris (applied law research) 

menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku 

hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian asuransi. Pokok kajiannya 

adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak 

secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam 

masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum 

normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang 

diberlakukan pada peristiwa hukum yang konkrit dalam masyarakat, sehingga 

dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan 2 (dua) tahap kajian, yaitu:24 

a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku. 

b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa yang konkrit guna 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat 

diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil 

 
23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 35. 
24 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan I, Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, hlm. 134. 
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penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan 

ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara 

patut atau tidak. 

2. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai Berikut: 

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) 

Pendekatan Undang Undangan (StatuteApproach) adalah merupakan 

penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan 

perundang-undangan sebagai bahan acuan berdasarkan dasar dalam 

melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (statute 

approach)ini yang dapat digunakan untuk meneliti peraturan perundang-

undangan yang dalam penormaannya masih terdapatkekurangan atau malah 

menyuburkan praktek penyimpangan baik dari dalam tataran teknis atau 

dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan 

menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut 

dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) adalah jenis pendekatan 

penelitian hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-
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doktrin di dalam ilmu hukum. 25  Pendekatan ini menjadi penting sebab 

pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam 

ilmuhukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum 

ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan Kasus (Case Approach) adalah pendekatan penelitian hukum 

normatif yang dimana peneliti akan mencoba membangun argumentasi 

hukum dalam perspektif kasus yang konkrit terjadi dilapangan, tentunya 

berkaitan erat dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. 

3. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini berfokus pada PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. di jalan 

Rajawali, B11-B12, 9 Ilir, Ilir Timur II, kota Palembang, Sumatera Selatan. 

4. Populasi, Sampel, dan Teknik Penentuan Sampel 

Dalam penelitian ini populasinya adalah PT. Asuransi Multi Artha Guna 

Tbk. kota Palembang. Sedangkan sempel penelitiannya akan diambil dengan 

cara Purposive Sampling, yaitu dengan melakukan wawancara dengan staf atau 

karyawan dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman berkenaan dengan 

pelaksanaannya. 

 

 
25 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. XI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 

2014, hlm. 133 
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5. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer yang didapat dari lokasi penelitian dengan pelaksanaan 

kegiatan di PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. kota Palembang. Data 

yang diperoleh berasal dari penelitian lapangan. Pengambilan data 

dilakukan sesuai dengan wawancara kepada karyawan perusahaan 

yang terkait sesuai dengan masalah yang dikaji peneliti, dalam hal ini 

pengawai dan pejabat yang terkait di PT. Asuransi Multi Artha Guna 

Tbk. kota Palembang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh melalui data kepustakaan melalui bahan 

hukum Primer, sekunder, tersier. 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer 

terdiri dari prundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah 

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.26 Dalam 

penulisan tesis ini, dipergunakan bahan-bahan hukum primer berupa: 

a. Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

 
26 Peter Mahmud Marzuki, 2011 Penelitian Hukum, Edisi I, Cetakan 7, Jakarta: Kencana, hlm. 

141. 
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Tahun 1945 (UUD 1945). 

b. Undang-Undang yang meliputi: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha 

Perasuransian. 

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. 

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum 

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.27 

3) Bahan Hukum Tertier 

Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, 

ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain yang ada relevansinya 

dengan isu hukum dalam penelitian ini.28 

 
27Ibid, hlm. 141-143. 
28 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat, PT. 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.13. 
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6. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Lapangan, 

yaitu mengumpulkan data-data dengan cara mendatangi secara langsung 

lokasi yang akan dijadikan objek penelitian. Metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan 

melakukan Tanya jawab secara lisan kepada responden dan narasumber. 

Adapun wawancara yang dilakukan adalah bebas terpimpin dimana 

pertanyaan telah disusun dalam daftar pertanyaan terlebih dahulu. 

b. Studi Kepustakaan 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data 

yang berkaitan dengan penyelasaian klaim asuransi kendaraan bermotor 

roda empat. 

 

7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Agar data yang diperoleh tidak diragukan lagi, maka akan dilakukan 

keabsahan data dengan cara : 

a. Perpanjangan kehadiran 

Keikutsertaan dalam peneliti dalam pengumpulan data tidak hanya 

dalam waktu singkat, tapi memerlukan waktu agar data-data yang 

diproleh mempunyai bukti yang kuat. 
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b. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknis pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data.29 

8. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum 

dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali 

mengenai kelengkapan kejelasan dan kebenarannya sehingga terhindar 

dari kekurangan dan kesalahan. 

b. Evaluating, yaitu dengan memeriksa ulang dan meneliti kembali data 

yang diperoleh,baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan dan 

kebenaran atas jawaban dengan masukan yang ada. 

9. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah penafsiran terhadap hasil pengolahan data.30Penelitian 

ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, di mana data yang diperoleh 

disajikan secara deskriptif dan analisis secara kualitatif dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian; 

 
29 Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, Cet-22 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 

hlm. 330. 
30 Soerjono Soekanto, Op.Cit,  hlm. 58. 
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b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan; 

c. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan 

dasar dalam mengambil kesimpulan. 

10. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan tesis ini akan dilakukan 

dengan cara menggunakan cara berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan 

dimulai dari pernyataan khusus menuju pernyataan yang umum dengan 

menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional).31 Maksudnya yaitu suatu 

cara menganalisa data-data yang didapat dari studi lapangan dan studi 

kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Data-data 

tersebut ditarik generalisasi yang bersifat khusus yaitu fakta yang terjadi di 

lapangan untuk selanjutnya dapat diberlakukan secara umum. 

 

  

 
31 Lexy J. Moleong,  Op.Cit, hlm. 248. 
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